BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan angkutan umum selalu menghadapi risiko kecelakaan,

kebakaran, dan lain-lain risiko yang tidak diketahui kapan akan menimpa

kendaraan angkutan umum yang bersangkutan. Risiko-risiko yang mungkin

dihadapi kendaraan angkutan umum antara lain sebagai berikut:

1,

2.

Ditabrak oleh kendaraan lain atau menabrak kendaraan lain

Menabrak benda permanent, menabrak orang, menabrak hewan, menabrak
rumah penduduk, dan lain-lain jenis tabrakan.

Dicuri, dirusak atau dibakar oleh orang lain

Tergelincir ketika dijalankan atau keluar dari jalan atau jatuh kesungai atau
ke jurang,

Diruseik oleh bahaya alam, seperti dilanda oleh banjir, angin topan, gempa
bumi, atau disambar petir.

Dan lain-lain risiko.

Sudah barang tentu risiko yang menimpa kendaraan akan mengakibatkan

kerugian financial bagi pemilik kendaraan, juga tanggung jawab terhadap pihak
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Mengenai tanggung jawab terhadap pihak lain khususnya tanggung jawab
penyelenggara angkutan umum dalam hal kecelakaan lalu-lintas, diatur dalam
Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan
antara lain termuat dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 30; “Setiap pengemudi, pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum

bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan atau fasilitas lau lintas yang

merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor
yang dioperasikannya”,

Pasal 31:

Angka 1 menyebutkan: “Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau

pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada

ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

Angka®2 menyebutkan: “Apabila terjadi cedera terhadap badan atau

kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya

pengobatan.

Kedua Pasal diatas menegaskan bshwa penyelenggara angkutan baik itu
pengemudi kendaraan bermotor, pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atan pemilik

barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan
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Kerugian financial atas kendaraan angkutan umum yang mengalami
kecelakaan dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan oleh
kendaraannya itu, merupakan beban berat bagi pengemudi dan/atau pemilik
kendaraan, Untuk itu asuransi sangat berguna untuk menghindari seseorang
dari kerugian bahkan mungkin dari suatu kebangkrutan bagi suatu usaha.

Oleh karena itu pemerintah dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang
nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan mengatur
bahwa: “Setiap kendaraan bermotor wajib diansuransikan terhadap kendaraan
itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga atau fasilitas
umum sebagai akibat pengoperasian kendaraan”,

Ketentuan diatas menjelaskan setiap pemilik kendaraan bermotor
~ maupun pemilik atau pengusaha angkutan umum dengan kendaran bensiotor
diwajibkan mengasuransikan kendaran yang dioperasikannya, baik
mengasuransikan kendaraan itu sendiri maupun kerugian terhadap pihak
ketiga atau fasilitas umum sebagai akibat pengoperasian kendaraan. Namun
apakah peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif atau tidak,
khususnya bagi para pemilik kendaraan angkutan umum di Rangkasbitung
sendiri merupakan permasalahan yang perlu dikaji lebih dalain.

Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup
apabila hanya memenuhi persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja;
secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukanlah berarti

bahwa setiap peraturan perundang-undangan tersebut harus segera diganti
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perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam din
warga-warga masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran
(tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum
tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku di dalam
masyarakat. Mungkin pelaksana peraturan tadi kurang tegas dan kurang
bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. ini perlu diperhitungkan dalam
menilai apakah suatu peraturan itu baik atau kurang baik.'

Di dalam menjalani hidupnya manusia selaly dihadapkan pada hal-hal
yang tidak pasti yang terjadi dalam kehidupannya, yang mengancam diri serta
kepentingannya dimana dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan

kehilangan jiwa yang sangat berharga bagi dirinya. Untuk mengatasi hal

. tersebut, maka manusia mencari cara yang dapat mengurangi risiko itu. Oleh

karena itu mengalihkan risiko kepada pihak yang mau menerima peralthan
risiko, yang disebut dengan pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi.
Adapun pihak yang mengalihkan risiko disebut tertanggung. Untuk
mempcroieh perlindungan atas harta benda atau jiwa yahg menjadi obyeknya,
maka tertanggung membayar uang dalam bentuk premi kepada penanggung
dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak dengan
mencantumkan risiko-risiko yang dipertanggungkan dalam polis. Untuk
asuranst angkutan darat menurut Radiks Purba terdiri dari risiko total {oss dan

partial loss. Artinya kerusakan barang dapat merupakan kerusakan seluruhnya




(total loss) atau kerusakan sebagian (partial loss) yang dapat ditutup
pertanggungannya.

Khususnya di Kota Rangkasbitung tidak sedikit kasus-kasus kecelakaan
lalu-lintas terjadi. Seperti contohnya tanggal 16 Oktober 2006 baru-baru ini
terjadi kecelakaan lalu-lintas di JI. Raya Pandeglang. Bus Rudi Jurusan
Rangkasbitung - Kalideres hangus terbakar setelah menabrak sembilan drum
minyak tanah dan solar serta kerumunan orang. Kecelakaan terjadi diduga karena
kecerobohan supir bis yang mengendalikan bus dengan kecepatan tinggi.

Bagi Perusahaan Bis PO Rudi sendiri yang bergerak dalam bidang jasa
angkutan umum khususnya untuk angkutan penumpang memiliki armada lebih
da;i 500 unit yang beroperasi. Dan setiap kendaraan yang beroperasi tersebut
memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Menyadari hal tersebut PO.
Rudi menutup asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta
kekayaan atau jiwa. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan
asuransi (pehangglmg), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.? Para
penanggung memakai berbagai jalan untuk memperoleh penyelesaian kerugian
yang memuaskan. Siapa pun atau jenis organisasi apa pun yang diberi tanggung
jawab untuk menyelesaikan kerugian, langkah-langkah yang diambil untuk
mencapai penyelesaian hampir sama yaitu:

1.  Memeriksa penutupan asuransi

2.  Menyelidiki Klaim; dan 0
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3. Mengajukan laporan-laporan dan surat-surat klaim yang dipertukan,
Adakalanya mungkin diperlukan arbitrase yaitu jika claimant (pengaju
klaim) tidak sempat dengan adjuster (penyelesaian klaim) mengenai jumlah
penyelesaian.
. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah
sebagi berikut: |
[, Bagaimana pelaksanaan asuransi kendaraan angkutan umum pada PO,
RUDI di kota Rangkasbitung ?
2. DBagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan angkutan
umum yang dilakukan PO.RUDI di kota Rangkasbitung ?
. Tinjauan Pustaka
Pengertian asuransi atau pertanggungan, dapat ditemui dalam Pasal 246
Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagai berikut: “Asuransi atau
pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi,
untuk memberikan pengantian kepadanya, karena suatu kerugian kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Definisi asuransi yang lebih luas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1
Undang-undang No. 2 Tahun 1992, tentang perasuransian yang menyebutkan

bahwa:“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
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2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dan
peralihan risiko dari pihak ketiga kepada penanggung,

3.  Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung.

4,  Adanya unsur peristiwa tidak pasti (evenement).

5. Adanya unsur ganti rugi apabila peristiwa tidak pasti itu terjadi.

Dan dari ketentuan yang ada terlihat bahwa pertanggungan adalah suatu
perjanjian, untuk itu berlakulah ketentuan-ketentuan dalam buku III KUH
Perdata tentang perikatan. Perjanjian pertanggungan supaya sah haruslah
memenuhi sémua syarat-syarat yang disebut untuk suatu perjanjian di dalam

Pasal 1320 BW yaitu ada 4 (empat) syarat yaitu:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kecakapan pihak-pihak untuk mengikat diri
Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal.

B

Perjanjian pertanggungan itu adalah bebas dalam bentuknya. Untuk
terjadinya perjanjian itu tidak diharuskan adanya syarat-syarat yang lebih dari
apa yang telah ditetapkan di dalam Pasal 1320 BW. Dalam hukum perjanjian
dikenal juga adanya asas kebebasan berkontrak, yang tersimpul dari ketentuan
Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat
secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membu?tnya.
Menurut Pasal 257 KUHD Pegjanjian Pertanggungan itu ada segera setelah
tercapai persesuaian kehendak antara kedua pihak. Untuk berlaku sah
Perjanjian Pertanggungan, tidak tergantung pada adanya suatu syarat

formalitas atau akta, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat perjanjian
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bahwa polis itu bukan merupakan syarat untuk adanya Perjanjian
Pertanggungan, akan tetapi merupakan hanya alat pembuktian saja,

Suatu pandangan yang jauh, masih diberikan oleh Undang-undang yaitu
pengaturan mengenai tenggang yang harus diindahkan antara diikatnya
perjanjian Pertanggungan itu dengan penyerahan polis. Dalam Jarak waktu
antara keduanya itu, mengenai Janji-janji (bedingen) khusus dan Syarat-syarat
yang dibuat berhubungan dengan pertanggungan, itu dapat dibuktikan dengan
semua upaya pembuktian, lihat Pasal 258 ayat (2) KUHD. Hanya ada suatu
pengecualian, yaitu mengenai janji (bedingen) pada beberapa pertanggungan
yang harus tegas-tegas disebutkan di dalam polis (seperti yang disebut dalam

pasal 272 ayat 2, 263 ayat 2 dan 606 KUHD) harus dibuktikan di dalam jarak

- waktu itu dengan suatu tulisan jika terjadi suatu perselisihan mengenai hal

iti*. Dalam membuat pefjanjian asuransi, bukan hanya syarat sahnya
perjanjian saja yang harus diperhatikan, tetapi juga mengenai prinsip-prinsip
perjanjian dalam asuransi harus pula dilaksanakan. Prinsip-prinsip dalam
pexjanjiaﬁ asuransi harus memenuhi ketentun-ketentuan dalam Buku I Bab IX
KUHD, yaitu:®

1. Prnsip indemnitas/principle of indemnity.

2. Prinsip kejujuran yang sempurna (itikad baik /utmost good faith.

3. Prinsip kepentingan/principle of insurable interest

4. Prinsip subrogasi pada penanggung.

4
3

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, hlm. 20

(L L L P SR 1.1



10

Keempat prinsip itu harus dipenuhi oleh para pihak baik penanggung
maupun tertanggung, dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut maka
perjanjian pertanggungan/asuransi dapat dimulai. Dengan tidak dipenuhinya
salah satu prinsip tersebut pada saat akan menutup perjanjian atau bahkan
tidak dituangkannya dalam polis, dapat terjadi perselisihan di kemudian hari,
terlebih saat pembayaran klaim. Karenanya prinsip tersebut harus
dilaksanakan oleh tertanggung yang menjadi salah satu ukuran dan acuan

fayak atau tidaknya suatu tuntutan.

Untuk angkutan darat sendiri salah satu objek asuransi angkutan darat
adalah jaminan atas kendaraan pengangkut., Dalam Pasal fangka 9 Undang-
undang No. I4 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan bahwa: “Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor
yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran”,
Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan-teknik yang berada pada kendaraan itu”,

Menurut Radiks Purba “ Kendaraan pengangkut darat yang dapat
diasuransikan adalah kendaraan pengangkut yang digerakan oleh motor
(mekanik) seperti mobil sedan, mobil stasion, jeep, kombi, bus umum, truk,
trailer, kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua, kereta api, trem, lori
dan lain-lain, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh

motor (mekanik) yang berjalan di atas jalan darat (jalan aspal, jalan berbatu,
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stasion, jeep, kombi, bis umum, truk, trailer, kendaraan beroda tiga dan beroda
dua, dan lain-lain.® Jadi definisi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
digerakan oleh motor (mekanik) dan berjalan di atas jalan darat. Definisi ini
diperlukan dan hanya diperlukan dari segi asuransi. Kereta api, trem, lori dan
kendaraan apa pun yang berjalan di atas rel tidak termasuk dalam pengertian

kendaraan bermotor walaupun digerakan oleh motor (mekanik).

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kendaraan angkutan umum di kota
Rangkasbitung

2., Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan angkutan

umum di kota Rangkasbitung

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka diperlukan suatu
metode atau cara untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan bagi
penelitian. Data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini digolongkan menjadi

data primer dan data sekunder, dengan memakai metode pendekatan sosiologis.

Adapun cara dalam memperoleh data tersebut melakukan penelitian sebagai

berikut;
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Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mempelajari  berbagi

kepustakaan sebagai data sekunder yang terdiri dari:

a.

Bahan hukum Primer:

Yaitu yang merupakan ketentuan hukum yang mengikat

)
2)
3)
4)

3)

6)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian.

Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan

Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UUAJ)
Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan

Jalan

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan

dan Pengemudi

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum primer, meliputi buku,literature, Koran, majalah, hasil-hasil

penelitian, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul yang
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¢. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sebagai pelengkap dan penjelas terhadap bahan hokum

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : kamus dan ensiklopedi.

2. Penclitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan penelitian langsung ke obyck
yang akan diteliti, sehingga nantinya akan di peroleh data primer tentang

masalah yang akan diteliti, yaitu meliputi:
a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rangkasbitung
b. Responden

Guna membantu dalam pengumpulan data di lapangan, maka

penulis akan melakukan penelitian kepada para responden, yaitu :

1) Pimpinan PT Asuransi Lloyd Jaya

2) Pimpinan PO Rudi di Rangkasbitung
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Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan cara non
random sampling, yaitu tidak setiap individu dalam populasi mempunyai

peluang yang sama untuk dipilih sebagai sample.

Adapun jenisnya adalah purposif sampling, yaitu sample dipilih
dengan berdasarkan ciri tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin
diteliti. PO RUDI merupakan perintis perusahaan Bis di Kota
Rangkasbitung dan merupakan perusahaan bis terbesar di kota tersebut,

yang memiliki armada lebih dari 500 unit.

4.  Teknik Pengumpulan Data

e

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara Interview yaitu

dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden,
5. Teknik Analisa Data

Data-data yang di peroleh baik dari penelitian kepustakaan maupun
penelitian di lapangan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif
yaitu dengan menerangkan data fakta-fakta yang diperoleh secara logis
melalui kata-kata atau kalimat. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan
dengan menggunakan metode berfikir deduktif secara normative yaitu

cara berfikir secara umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat
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F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi beberapa bab dan

sub bab sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang
masalal, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 1I tinjauan umum tentang pengangkutan darat. Bab ini menjelaskan
tinjauan tentang pengertian pengangkutan darat, subjek hukum pengangkutan
darat, alat pengangkut, tanggung jawab pemilik dan/atau pengusasa angkutan

terhadap kendaraan bermotor.

BAB III tinjavan umum tentang asuransi. Bab ini menjelaskan tentang
pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur asuransi, tujuan asuransi,

prinsip-prinsip asuransi, asuransi kendaraan bermotor

BAB IV pelaksanaan asuransi kendaraan angkutan umum pada PO. Rudi di

Rangkasbitung. Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang melilputi,
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Rangkasbitung, prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan angkutan umum

pada PO. Rudi di kota Rangkasbitung.

BAB V penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang
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